
Dipindai dengan CamScanner 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan: 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal 
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan 
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provins! den di Daerah Kabupaten/Kota. 

Melaksanakan pelayanan fasilitasi pembuatan 
dokumen kependudukan bagi penyandang 
disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia 
terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar 
panti sosial sebagai bagian dari pemenuhan 
kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan 
rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. 
Tujuannya Meningkatkan persentase Pelayanan 
Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas 
terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta 
gelandangan dan pengemis di tuar panti sosial, 
Mendukung pemenuhan hak sipil dan administrasi 
kependudukan, Meningkatkan akurasi dan 
keterpaduan data PPKS dan Memperkuat sinergi 
antar-perangkat daerah. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Stander 
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di 
Dae rah Kabupaten/Kota bahwa la ya nan 
pemenuhan kebutuhan bagi Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah Fasilitasi 
Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi 
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis 
Kewenangan Kabupaten/Kota. 

Dines Sosral Kabupaten Temanggung 
Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang o,sabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sos,al 
Rp 5.000.000,00 
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi 
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

KERANGKA ACUAN KERJA 2026 

B. Maksud dan Tujuan 

A. Latar Belakang 

111 Jumlah Anggaran 
IV Uraian Kegiatan 

Name KPO 
II Nema K qiatan 
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Dipindai dengan CamScanner 

NO Uraian Pagu Anggaran 
(Rp) 

1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.590.000 
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000 
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.190.000 

Jumlah Total 5.000.000 

J. Pihak-pihak yang terlibat : 
1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 
2. Penata Layanan Operasional 
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial 
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten 

Temanggung 

I. Rencana Waktu Pelaksanaan: Januari-Desember 2026 

Kabupaten Temanggung H. Lokasi Kegiatan 

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial 

G. Sasaran Kegiatan 

F. Resiko Kegiatan 
1. Data PPKS tidak valid atau tidak lengkap 
2. PPKS tidak memiliki dokumen pendukung 
3. Penolakan atau sikap tidak kooperatif dari PPKS 
4. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga pelaksanaanya tidak dapat 

dijadwalkan 

Outcome Keglatan 
1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah d, 

kalangan PPKS. 
2. Tersusunnya basis data kependudukan yang lebih akurat urrtuk 

perencanaan program sosial. 
3. Meningkatkan keberfungsian sosial PPKS. 

t 11lpul Kc 11i11l l11 

1 h rink n11n11yo k( li)ln11 r o lllto I J'ombu:Jlan 00rurn~n Y ~v,ri1Judur~ 
l>o I P 11ynmtn11 DI ob,llto Torlmitar, Anak Terlantar. lan)'J UJ,a 
1 110111 r, G lo11<.l011yn11 dan Ponyornl Kewonanyan Kal:.iuJ')a f:n/YrAa 
Dokmn 11 kop ndudukan yany dlterbitken (KTP, KK, Arla ~~lahira J 
untuk PPKS 

3 Data a 0r011 PPKS yang tervalida I dan terdokumentasi. 
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Dipindai dengan CamScanner 

D. Output Kegiatan 
1. Terlaksananya pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 

Dalam dan Luer Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk 
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan: 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan 
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal 

Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. 

Memberikan layanan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara 
Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari 
Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan 
ke Desa/Kelurahan Asal. Tujuannya memulihkan kondisi 
sosial PPKS agar dapat berfungsi kembali di masyarakat, 
Menjamin pemenuhan hak dasar PPKS melalui layanan 
rehabilitasi sosial dasar, dan Memberikan perlindungan dan 
pemulangan yang layak bagi WNI korban kekerasan ke 
daerah asal. 

B. Maksud dan Tujuan 

Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PPKS merupakan 
bagian dari pemenuhan pelayanan dasar yang menjadi 
kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan 
ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada 
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Rehabilitasi Sosial, 
yang mengatur bahwa pemerintah daerah wajib memberikan 
layanan rehabilitasi sosial dasar, termasuk fasilitasi 
pemulangan bagi korban tindak kekerasan. Oleh karena itu, 
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung melaksanakan 
kegiatan fasilitasi pemulangan sebagai bentuk tanggung 
jawab dan kepedulian terhadap pemulihan kondisi sosial 
korban, serta sebagai upaya memenuhi standar pelayanan 
minimal bidang rehabilitasi sosial secara berkelanjutan. 

A. Latar Belakang 

Ill. Jumlah Anggaran 
IV. Uraian Kegiatan 

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak 
Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota 
untuk Dipulangkan ke Desai Kelurahan Asal 
Rp 12.000.000,00 
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak 
Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di 
Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal 

1. Nama SKPD 
II. Nama Kegiatan 

KERANGKA ACUAN KERJA 2026 

r 
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Dipindai dengan CamScanner 

Uraian Pagu Anggaran 
(Rp) 

1. Betanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.087.500 
2. Betanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas 520.000 

dan Cover 
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 520.000 

Komputer 
4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000 
5. Belanja Perjalanan Dinas Biase 832.500 
6. Belanja Perjalanan Dines Dalam Kota 520.000 
7. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan 7.500.000 

keoada lndividu 
Jumlah Total 12.000.000 

J. Pihak-pihak yang terlibat : 
1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 
2. Penata Layanan Operasional 
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial 
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung 

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026 

Kabupaten Temanggung H. Lokasi Kegiatan 

Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan 
Luar Negeri 

G. Sasaran Kegiatan 

F. Resiko Kegiatan 
1. Tidak tersampaikannya laporan pemulangan warga negara migran korban tindak 

kekerasan 
2. Petunjuk teknis pendampingan dan fasilitasi pemulangan yang masih bersifat 

generaVkurang jelas 
3. Adanya tuntutan warga negara migran korban tindak kekerasan yang mengalami 

penolakan fasilitasi pemulangan 
4. Masyarakat enggan untuk melaporkan kejadian kekerasan terhadap warga negara 

migran kepada dinas 
5. klien masih memiliki trauma karena kasus yang pemah dihadapi 
6. kegiatan bersifat respon kasus sehingga unpredictable 

E. Outcome Kegiatan 
1. Terpenuhinya hak-hak sosial warga negara migran penerima manfaat. 
2. Berkurangnya resiko kerentanan sosial pasca-pemulangan. 
3. Meningkatnya keberfungsian sosial warga negara migran penerima manfaat. 

2. Tersalurkannya layanan rehabililasi sosial dasar bagi Warga Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah 
KabupatenfKota untuk diputangkan ke Desa/Kelurahan Asal. 
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Dipindai dengan CamScanner 

8. Maksud dan Tujuan: 
Maksud kegiatan ini untuk memberikan per1indungan masyarakat dari dampak paska 
bencana dengan memberikan dukungan psokosisal individu, masyarakat dan 
pengungsi yang terkena bencana secara psikologis dan sesuai dengan kebutuhan 
korban bencana sebagai salah satu upaya per1indungan sosial untuk mencegah dan 
menanganl risiko dari guncangan dan kerentanan psikologia seseorang, keluarga, 
kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana. 
Adapun tujuannya Tujuan dari dukungan psikososial ini adalah untuk mengembalikan 
individu, keluarga, atau kelompok pasca kejadian tertentu, baik bencana afam 
maupun bencana sosial. Dukungan psikososial ini diharapkan dapat membuat 
mereka menjadi kuat secara individu atau kofektif, berfungsi optimal, memifiki 
ketangguhan dafam menghadapi masalah, serta menjadi berdaya dan produktif 
dalam menjafani hidup. 

A. Later Belakang 
Peristiwa bencana alam dapat mengganggu kondisi psikologis seseorang karena 

mengancam keselamatan jiwa dan menyebabkan hilangnya mata pencaharian. 
Ketidakseimbangan kondisi psikologis tersebut, tampak dari gejala-gejala seperti 
syok, mimpi buruk, sulit konsentrasi, cemas, waspada secara ber1ebihan, dan 
perasaan tidak aman. Selain itu, penyintas juga bisa mengalami kesedihan 
mendalam, merasa hampa serta tak berdaya, dan enggan bergaul. 
Gejala psikis itu tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Para penyintas harus dibantu 
supaya pulih kesehatan mentalnya. Penanganan dampak psikologis terhadap korban 
dalam konteks bencana alam ditempuh dengan cara memberikan dukungan 
psikososial, alih-alih pemulihan trauma. Selama ini ada anggapan bahwa pemulihan 
trauma bertujuan untuk melupakan peristiwa traumatik, sementara memori manusia 
mustahil melupakan peristiwa pahit seperti bencana. 

Pemenuhan kebutuhan psikis dengan menghilangkan trauma (trauma 
healing)seperti menghibur, memberikan pembinaan mental psikologis agar tidak 
jenuh, pelayanan penguatanmental keagamaan, pendidikan dan informasi. 
Pemenuhan kebutuhan soslal dengan menerima kunjungan tamu, advokasl dan 
fasilitasi kegiatan. 

Oleh sebab itu, alih-alih melupakan, para korban diajak untuk melepaskan diri 
dari kungkungan rasa takut jika ingatan akan bencana muncul. Caranya seperti yang 
dikatakan oleh Kementerian Sosial ialah melalui dukungan kesehatan jiwa dan 
psikososial yakni pemberian bantuan psikologis awal (Psychological First Aid). 

Dukungan Psikososial itu intinya mendengarkan tapi tidak banyak bertanya. 
lntinya memberi ruang untuk menyampaikan rasa takut. Penyintas juga diberikan 
edukasi soal informasi bencana atau informasi bantuan. Kita mendengarkan keluhan 
mereka dan mempermudah mereka memenuhi kebutuhan dasar, hal ini akan 
membantu menstabilkan emosi para penyintas agar segera pulih dan kembali ke 
normal emotional state. 

Para penyintas per1u menyadari bahwa situasi ini akan berlangsung dalam 
kurun waktu yang cukup lama, dengan tetap dibangkitkan semangatnya untuk tetap 
hidup normal dalam situasi yang berbeda. 

: Dines Sosial Kabupaten Temanggung 
: Pelayanan Dukungan Psikososial 
: Rp. 2.000.000,- 

1. Nama SKPD 
n. Nama Kegiatan 
Ill. Jumlah Anggaran 
rv. Uraian Kegiatan 

KERANGKA ACUAN KERJA 
KEGIATAN PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL 

TAHUN ANGGARAN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG 
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Dipindai dengan CamScanner 

NO URAIAN 
PAGU ANGGARAN 

(Rp) 
1 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 2.000.000,- 

JUMLAH TOTAL 2.000.000,- 

J. Pihak-pihak yang terlibat: 
1. Dinas Sosial 
2. Pendamping sosial 
3. Penyuluh Sosial 
4. Pekerja Sosial 
5. TAGANA 
6. Pemerintah Desa/Kelurahan 

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : 
12 bulan (Januari s/d Desember 2026) 

H. Lokasi Kegiatan: 
Kabupaten Temanggung 

G. Sasaran Kegiatan: 
Karban bencana alam dan bencana sosial. 

F. Resiko Kegiatan : Kurangnya pelatihan layanan dukungan psikososial 

E. Outcome Kegiatan : 
Terpenuhinya dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan bencana sosial. 

D. Output Kegiatan : 
Terlaksananya dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan bencana sosial, 

C. Dasar P loks na n K loton: 
1. P raturan M nt ri So ial Nomor O 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi 

Korban 8 ncana Sebagalmana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri So ial 
Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas Peraturan 
Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban 
Bencana 

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Koordinasi Kiester Pengungsian Dan Perlindungan Dalam 
Penanggulangan Bencana 

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal 
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Dipindai dengan CamScanner 

D. Output Kegiatan 
1. Terfasllitasinya akses pendidikan dan kesehatan bagi PPKS. 
2. T erselenggaranya koordinasi dengan sekolah dan puskesmas maupun 

panti pelayanan sosial yang berkaitan dengan pendldikan dan kesehatan. 
3. Tersusunnya laporan pelaksanaan keglatan. 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan: 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal 
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan 
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. 

Memberikan dukungan dasar bagi PPKS agar 
dapat mengakses pendidikan dan layanan 
kesehatan sebagai bagian dari proses rehabilitasi 
sosial. 
Tujuannya Meningkatkan partisipasi anak terlantar 
dalam layanan pendidikan dasar, Memastikan 
penyandang disabilitas dan lansia terlantar 
memperoleh layanan kesehatan dasar secara layak 
dan Memfasilitasi pelayanan sosial dasar secara 
non-panti yang ramah dan inklusif. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar 
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di 
Daerah Kabupaten/Kota bahwa la ya nan 
pemenuhan kebutuhan bagi Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah 
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan 
Kesehatan Dasar. 

Dines Soslal Kabupaten Temanggung 
Rehabilitasl Sosial dasar Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial 
Rp 5.000.000,00 
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan 
Kesehatan Dasar 

KERANGKA ACUAN KERJA 2026 

B. Maksud dan Tujuan 

A. later Belakang 

111 Jumlah Anggaran 
l \I Uraian Kegiatan 

Name KPD 
II N ma K iatan 
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Dipindai dengan CamScanner 

Temanggung, 8 Maret 2025 

NO Uraian Pagu Anggaran 
(Rp) 

1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 765.000 
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.555.000 
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000 

Jumlah Total 5.000.000 

J. Pihak-pihak yang terlibat : 
1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 
2. Penata Layanan Operasional 
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial 
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten 

Temanggung 
5. Pusat Kesehatan Masyarakat 
6. Sekolah 
7. Panti Pelayanan Sosial 
8. Desa I Kelurahan. 

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026 

Kabupaten Temanggung H. Lokasi Kegiatan 

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial 

G. Sasaran Kegiatan 

R ~,k Keg1atan 
Beberapa khen tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan dan 
keqiatan bunbinqan sosial di PPSA 

2 Penyedia Layanan kurang responsif 
3 Tingkat Partisipasi Penerima Manfaat Rendah 
4. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga unpredictable, kegiatan ini 

merupakan SPM Bidang Sosial 

M rnngk t •r1an kou n layanan p ndrdrkan dan kesehatan bagi 
I PK 
r ningk ton kuehtas ludup PPKS secare rnenyeluruh 
P n111gketan k b rfungsian sosial PPKS 
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Dipindai dengan CamScanner 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan: 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal 
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan 
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. 

Melaksanakan kegiatan Pemberian Bimbingan 
Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi 
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial. 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rnotivasi 
kepada klien dalam menjalankan fungsi sosialnya 
dan menumbuhkan sikap positif serta kesadaran 
akan peran sosial dalam masyarakat. 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial tidak hanya 
pemenuhan kebutuhan material, akan tetapi juga 
perhatian terhadap aspek psikososial utamanya 
kepada PPKS yang mengalami berbagai 
permasalahan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya 
bimbingan sosial sebagai bentuk intervensi dalam 
membantu PPKS dalam rnengenali potensi diri, 
membangun kepercayaan diri, dan menjalani 
kehidupan secara mandiri. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar 
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di 
Daerah Kabupaten/Kota bahwa la ya nan 
pemenuhan kebutuhan bagi Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah 
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan 
Sosial. 

Dines Sosial Kabupaton Temanggung 
Rehabllitasi Sosial dasar Penyandang Di abihta 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosral 
Rp 10.000.000,00 
Pernberian Birnbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan 
Sosial 

KERANGKA ACUAN KERJA 2026 

B. Maksud dan Tujuan 

A. Latar Belakang 

111 Jumlah Anggaran 
I\/ Uraian Kegiatan 

Namo KPD 
11 Name K giatan 
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Dipindai dengan CamScanner 

( 

~ S 5 ' ,. 

fft:BlrKAROONO, S.STP 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19790709 199912 1 001 

NO Uraian Pagu Anggaran 
(Ro) 

1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.740.000 
2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, 1.260.000 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 
3. Belanja Sosialisasi 5.000.000 

Jumlah Total 10.000.000 

J. Pihak-pihak yang terlibat : 
1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 
2. Penata Layanan Operasional 
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial 
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten 

Temanggung 

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Juni 2026 

Kabupaten Temanggung H. Lokasi Kegiatan 

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial 

G. Sasaran Kegiatan 

F Resiko Kegiatan 
1. Penerima kurang aktif dalam kegiatan karena rasa malu, tidak percaya 

diri atau kurangnya motivasi. 
2. Hasil bimbingan yang kurang berkelanjutan. 

ut me Kegiatan 
1 Meningkatnya kemampuan klien dalam mengahadapi masalah sosial. 
2. Meningkatnya keberfungsian sosial klien dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

T rl ks n n n kc iatun I mb ri1111 IJimbrngan i ik, M ntal, p,ritual, 
n s,ol bm i P nyandong O, ab11rt0 'I rlantar, Anak T ertantsr. aruut 

us, T r I ntar, rte landangan I' ng mi di Luer Panf oslat 
resrlrtos, k iotan Bimbingan Sosial kepacJa khen cJengan m ngundan 
n rasum r hit dari Pemerintah PusaUProvinsi. 
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Dipindai dengan CamScanner 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan: 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM; 
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah 
Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; 

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan 
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. 

B. Maksud dan Tujuan 
Maksud kegiatan ini untuk memberikan perlindungan dan pelayanan dasar yang 
komprehensif bagi Pemerfu Pelayanan Ksejahteraan Sosial (PPKS) terfantar di 
wilayah Kabupaten Temanggung dengan memberikan pemenuhan hak kebutuhan 
dasar serta pendampingan yang humanis dan tuntas. 

Adapun tujuannya antara lain untuk : 

1. Memberikan pelayanan bagi PPKS tarfantar dengan waktu pelayanan 
maksimal 7 hari di Wilayah Kabupaten Temanggung. 

2. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan yang layak 
bagi PPKS terf antar. 

3. Menyediakan tempat aman yang bisa diakses setiap saat 24 jam nonstop 
yang mampu memberikan perfindungan serta pendampingan bagi PPKS 
orang terfantar yang responsif, humanis dan solutif. 

4. Pemenuhan tanggap darurat keterfantaran yang responsif. 

A Latar Belakang 
Kabupaten Temanggung sudah memiliki UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial 
Temanggung yang memiliki tugas pokok pemenuhan kebutuhan dasar bagi orang 
terfantar di wiliyah Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan amanat Pasal 34 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 
"Fakir Miskin dan Anak-anak terfantar dipelihara oleh Negara". 

IV. Jumlah Anggaran 
V. Uraian Kegiatan 

Ill. Nama Sub Kegiatan 

Oinas Sosial Kabupaten Temanggung 
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, 
Anak Terfantar, Lanjut Usia Terfantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti 
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang 
disabilitas terfantar, anak terfantar, lanjut usia terfantar, serta 
gelandangan pengemis dan masyarakat 
Rp. 25.000.000,- 

I. Nama SKPD 
II. Nama Kegiatan 

KERANGKA LOGIS 
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, 

ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI 
LUAR PANTI 

TAHUN ANGGARAN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG 
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Dipindai dengan CamScanner 

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari sampai dengan Desember tahun 2026 

: Kabupaten Temanggung H. Lokasi Kegiatan 

: PPKS terantar G. Sasaran Kegiatan 

F. Resiko Kegiatan 
1. Masih ada anggapan di masyarakat bahwa layanan di UPTD Rumah Singgah 

untuk Orang Dengan Gangguan kejiwaan (ODGJ/Disabilitas Mental). 
2. Adanya penolakan dari keluarga PPKS Ketika akan dilakukan reunifikasi ke 

keluarga. 
3. Kegiatan bersifat respon kasus, jadi tidak dapat diprediksi, kegiatan ini 

merupakan SPM bidang sosial. 
4. PPKS tidak memiliki keluarga, sehingga harus dirujuk ke Panti Sosial, dengan 

keterbatasan jumlah panti dan kuota, PPKS mendapatkan pelayanan di UPTD 
Rumah Singgah lebih dari 7 hari. 

E. Outcome Kegiatan 
Terpenuhinya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan dan 
layanan kedaruratan PPKS Terlantar yang responsif, humanis dan solutif dan 
tertib administrasi. 

D. Output Kegiatan 
1. Terlaksananya operasional UPTD rumah Singgah. 
2. Terfaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS Terfantar penerima 

layanan UPTD Rumah Singgah. 
3. Terfaksananya pelayanan dan pendampingan bagi PPKS Terfantar penerima 

layanan UPTD Rumah Singgah. 
4. Terlaksananya penanganan kedaruratan keterlantaran untuk seluruh wilayah 

Kabupaten Temanggung. 
s. Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi penanganan keterlantaran di 

Kabupaten Temanggung. 

p tur n M nt II o i I I~ pul.Jlik lndon I Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
tender Nesi nal R hel.Jilitesl oslal, 

7 p raturan Da rah Kai.Ju paten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
p nanqanan P ng mis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila, 

s Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pembentukan, 
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Kabupaten Temanggung; 

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas dan 
Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung; 

1 o. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 O Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung; 

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Layanan 
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Melalui Unit Pelaksana Teknis 
Rumah Singgah. 
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Dipindai dengan CamScanner 

URAIAN PAGU ANGGARAN - NO 
1. Belanja Barang Pakai Habis Rp. 14.815.000,- - (Pelayanan PPKS) 
2. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 10.185.000,- 

(Pendampingan PPKS) 
Rp. 25.000.000,- 

J. Pihak-pihak yang terlibat : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, OPD 
terkait keterlantaran, Panti dan Balai Rehabilitasi Sosial Provinsi Jawa Tengah dan 
DIV. 
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Dipindai dengan CamScanner 

F. Resiko Kegiatan 
1. Adanya klien yang menerima lebih dari satu layanan, sehingga jumlah 

data tidak sama dengan jumlah orang 
2. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga unpredictable 

E. Outcome Kegiatan 
1. Tersusunnya basis data yang valid dan terbarukan 
2. Meningkatnya efektifitas penanganan masalah sosial di tingkat 

kabupaten 

D. Output Kegiatan 
1. Terlaksananya kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 
2. Terfasilitasinya aduan yang disampaikan klien 
3. Tersedianya data klien penerima layanan rehabilitasi sosial 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan: 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal 
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan 
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. 

Melaksanakan Layanan Data dan Pengaduan 
kepada masyarakat yang mengalami masalah 
sosial. 
Melakukan pendataan klien yang telah menerima 
layanan sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar 
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di 
Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan 
pemenuhan kebutuhan bagi Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah 
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan. 

Vino Sosial Kal>upaten romonggunc 
Rehabilitasi Soslal dasar PenyancJang Di abihta 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengem,s di Luar Pant, Sos,al 
Rp 10.000.000,00 
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 

KERANGKA ACUAN KERJA 2026 

B. Maksud dan Tujuan 

A. Latar Belakang 

111 Jumlah Anggaran 
I\' Uraian Kegiatan 

Namo Kl D 
11 Nam K giatan 
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Dipindai dengan CamScanner 

Temanggung, 8 Maret 2025 

NO Uraian Pagu Anggaran 
(Ro) 

1. Belanja AlaUBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 2.680.000 
Tulis Kantor 

2. Belanja AlaUBahan untuk Kegiatan Kantor- 4.200.000 
Kertas dan Cover 

3. Belanja AlaUBahan untuk Kegiatan Kantor- 3.120.000 
Bahan Komouter 
Jumlah Total 10.000.000 

J. Pihak-pihak yang terlibat : 
1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 
2. Penata Layanan Operasional 
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial 
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten 

Temanggung 

1. R ncana Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2026 

Kabupaten Temanggung H t.okast K giatan 

I onynndong Dlsobllltos Torlantor, Anak Terlantar, 
Lonjut Usio Torlantar, sorta Golandangan 
Pengornls di Luar Pantl Soslal 

. Sasm on K 'gioton 
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Dipindai dengan CamScanner 

F. Resiko Kegiatan 
1. Adanya perbedaan antara rencana belanja dengan realisasi belanja 

karena adanya penyesuaian kebutuhan klien 
2. Kegiatan bersifat respon kasus sehlngga unpredictable 

E. Outcome Kegiatan 
1. Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap respon cepat Dinas 

Sosial 
2. Berkurangnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejadian darurat 

D. Output Kegiatan 
1. Terlaksananya kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan 
2. Terlaksananya rapid assessment terhadap kebutuhan sosial PPKS 
3. Pemberian bantuan sosial jaring pengaman sosial (JPS) kepada individu 

yang jumlahnya berdasarkan hasil asesmen 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan: 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal 
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan 
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. 

Melaksanakan kegiatan pemberian layanan 
kedaruratan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial serta PPKS Lainnya 
sesuai dengan hasil asesmen. 
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu klien dalam 
mengatasi permasalahan sosial agar dapat kembali 
menjalankan fungsi sosialnya. 

B. Maksud dan Tujuan 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar 
Teknis Pelayanan Dasar pada Stander Pelayanan 
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di 
Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan 
pemenuhan kebutuhan bagi Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah 
Pemberian Layanan Kedaruratan. 

A. latar Belakang 

Nama SKPD 
II Nama Kegiatan 

Dines Sosial Kabupaten Temanggung 
Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 
Rp 528.000.000,00 
Pemberian Layanan Kedaruratan 

111 Jumlah Anggaran 
IV. Uraian Kegiatan 

KERANGKA ACUAN KERJA 2026 
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Dipindai dengan CamScanner 

NO Uraian Pagu Anggaran 
(Rp) 

1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.363.000 
2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.400.000 
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.767.000 
4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.470.000 
5. Belanja Bantuan Sosial Uang yang 492.000.000 

Direncanakan keoada lndividu 
Jumlah Total 528.000.000 

J. Pihak-pihak yang terlibat : 
1. Dinas Sosial Kabupaten Ternanggung 
2. Penata Layanan Operasional 
3. Pendarnping Rehabilitasi Sosial 
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten 

Temanggung 

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari - Desernber 2026 

Kabupaten Ternanggung H Lokast Kegiatan 

P nyandang Disabilltas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usio Terlantar, serta Gelandangan 
Pengernls di Luar Panti Sosial dan PPKS lainnya 
yang membutuhkan bantuan sosial berdasarkan 
hasil asesrnen. 

G sa~aran K giotan 
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Dipindai dengan CamScanner 

D. Output Kegiatan 
1. Ter1aksananya layanan rujukan kepada lembaga/instansi yang relevan 

(kesehatan, pendidikan, atau rehabilitasi sosial). 
2. Tersusunnya dokumenllaporan hasil rujukan dan tindak lanjutnya. 
3. Terjalinnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan PPKS. 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan: 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal 
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan 
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. 

Memberikan layanan awal berupa rujukan kepada 
Pemer1u Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 
agar dapat memperoleh penanganan yang sesuai 
dari lembaga layanan terkait, sebagai bagian dari 
upaya rehabilitasi sosial dasar di luar panti. 
Tujuannya adalah untuk memfasilitasi PPKS dalam 
memperoleh akses layanan yang dibutuhkan 
seperti kesehatan, pendidikan, atau rehabilitasi 
dengan menjalin koordinasi bersama lembaga 
terkait guna mempercepat proses pemulihan sosial, 
meningkatkan efektivitas penanganan melalui 
mekanisme rujukan yang terstruktur dan 
terdokumentasi, serta mengurangi jumlah PPKS 
yang tidak tertangani secara tepat akibat 
keterbatasan layanan di tingkat dasar. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar 
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di 
Daerah Kabupaten/Kota bahwa layanan 
pemenuhan kebutuhan bagi Penyandang 
Disabilitas Ter1antar, Anak Ter1antar, Lanjut Usia 
Ter1antar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah 
Pemberian Layanan Rujukan 

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 
Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disab1lrtas 
Ter1antar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 
Rp 15.000.000,00 
Pemberian Layanan Rujukan 

KERANGKA ACUAN KERJA 2026 

B. Maksud dan Tujuan 

A. Latar Belakang 

111 Jumlah Anggaran 
IV. Uraian Kegiatan 

Name SKPD 
II Nama Kegiatan 
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Dipindai dengan CamScanner 

}<apala Dinas Sosial 
<((a upaten ,;emanggung 

I.J /• I I -:::. 

( -, I 
I a..,r>,-._,r 

Temanggung, 8 Maret 2025 

-- - Pagu Anggaran'- 
NO Un1lan (Rp) 
1. Belanje Bahan-Bahan Baker dan P lumas 3.000.000 
2. Belanja Perjelanan Dines Biasa ------- - - - 11.200.000 
3. Belanja Perjalanan Dines Dalam Kota 

- 800.000 
Jumlah Total 15.000.000 

J. Pihak-pihak yang ter11bat : 
1. Dines Soslal Kabupaten T manggun 
2. Penate layanan Operast0nal 
3. Pendamping Rehab1htas1 So I 
4. Tenaga KeseJahteraan So I I Kecamat n (TKSK) Kabupaten 

Temanggung 

I. Rencana Waktu Pelaksanaan Januan-Desember 2026 

Kabupaten Temanggung H. lokasi Kegiatan 

Penyandang Oisabrhtas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usie Terlantar. serta Gelandangen 
Pengemis di Luar Panti Sosial 

G. Sasaran Kegiatan 

F. Resiko Keglatan 
1. Daya tampung lembaga/panti rujuken terbatas 
2. Tidak diterimanya klien di panti 
3. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga unpredictable, kegiatan ini 

merupakan SPM Bidang Sosial 

E. Outcome Kegiatan 
1. Meningkatnye keterpaduen peleyanen soslal berbasis kebutuhan 

individu/keluarge. 
2. Meningketnya efektifitas penanganan messiah soslel lintas sektor. 
3. Meningketnya keberfungsian sosial PPKS. 
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Dipindai dengan CamScanner 

0. Output Kegiatan 
1. T erlaksananya kegiatan penelusuran keluarga bagi PPKS terlantar (penyand 

disabilitas, anak, lansia, gelandangan dan pengemis). 
2. Tersusunnya data identitas dan riwayat asal-usul PPKS secara administratif. 
3. Terdokumentaslnya hasil asesmen sosial dan koordinasi dengan pihak terkait. 
4. Terealisasinya pemulangan atau reunifikasi PPKS dengan keluarganya ( 

memungkinkan). 
5. Laporan kegiatan penelusuran keluarga sebagai bagian dari proses rehabili 

sosial dasar. 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan: 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggar. 

Kesejahteraan Sosial 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stander Pelayanan Minim 
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulan, 

Kemiskinan 
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Mini 

Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Oaerah Kabupaten/Kota. 

Memberikan layanan rehabilitasi sosial berupa 
penelusuran keluarga kepada PPKS seperti penyandang 
disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, 
serta gelandangan dan pengemis, sebagai upaya 
reunifikasi dengan keluarganya dan pemulihan fungsi 
sosial. 
Tujuannya Mengidentifikasi dan melacak keberadaan 
keluarga dari PPKS yang terlantar. Memfasilitasi proses 
pemulangan PPKS ke keluarga atau lingkungan asalnya 
secara aman dan layak, Meningkatkan peluang 
keberfungsian sosial PPKS melalui penguatan 
hubungan kekeluargaan. Mendorong partisipasi keluarga 
dan masyarakat dalam proses rehabilitasi sosial di luar 
panti dan Mengurangi angka keterlantaran PMKS di 
wilayah Kabupaten Temanggung. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Sosial di Oaerah Provinsi Dan Di Daerah 
Kabupaten/Kota bahwa layanan pemenuhan kebutuhan 
bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di 
Luar Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah 
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga. 

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 
Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 
Rp 10.000.000,00 
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 

KERANGKA ACUAN KERJA 2026 

B. Maksud dan Tujuan 

A. Latar Belakang 

Ill Jumlah Anggaran 
IV Uraian Kegiatan 

Nama SKPD 
11 Nama Kegiatan 
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Dipindai dengan CamScanner 

... Temanggung, 8 Maret 2025 

NO Uraian Pagu Anggaran 
(Rol 

1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.760.000 
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.220.000 
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.020.000 

Jumlah Total 10.000.000 

J. Pihak-pihak yang terlibat : 
1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 
2. Penata Layanan Operasional 
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial 
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung 

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2026 

Kabupaten Temanggung H. Lokasi Kegiatan 

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di 
Luar Panti Sosial 

G. Sasaran Kegiatan 

Rosrko K glatan 
1. OAIA identitas PSKS tldak lengkap atau tidak valid, sehingga menyulitkan 

proses penelusuran keluarga. 
2. Keluarga menolak menerima kemball PSKS, karena alasan ekonomi, stigma, 

atau konflik keluarga. 
3. Koordinasi lintas daerah lam bat a tau tidak responsif, menghambat proses 

reunifikasi. 
4. PPKS mengalami gangguan psikososial berat, yang menghambat 

komunikasl seat penelusuran. 
5. Tingginya mobilitas atau tidak tetapnya tempat tinggal keluarga, membuat 

lokasi sulit dilacak. 
6. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga unpredictable, kegiatan ini 

merupakan SPM Bidang Sosial 

r Out om K ginton 
1 1 rJAllnnyo k mboll hul,1111 on ontara indivldu PPKS dengan keluarganya. 
2 M nlngkotnyo porlisiposi keluorga den masyarakot dalm perlindungan sosial. 
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Dipindai dengan CamScanner 

D. Output Kegiatan 
1. PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia 

Terlantar, Gepeng) yang direunifikasi dengan keluarga/komunitas asal. 
2. Terselenggaranya layanan asesmen dan mediasi reunifikasi. 
3. Tersedianya dokumen pendukung reunifikasi (berita acara, surat 

pernyataan, dokumentasl). 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan: 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal 
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan 
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. 

Memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar 
melalui proses reunifikasi keluarga bagi 
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, 
lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan 
pengemis, guna mendukung pemulihan fungsi 
sosial dan keberfungsian sosial secara 
berkelanjutan. 
Tujuannya Memfasilitasi penyatuan kembali PPKS 
dengan keluarga atau komunitas asal, Mengurangi 
tingkat keterlantaran PPKS melalui pendekatan 
berbasis keluarga, Mendorong pemulihan fungsi 
sosial PPKS secara berkelanjutan serta 
Memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam 
proses rehabilitasi sosial. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar 
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di 
Daerah Kabupaten/Kota bahwa la ya nan 
pemenuhan kebutuhan bagi Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah 
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga. 

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 
Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 
Rp 15.000.000,00 
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 

KERANGKA ACUAN KERJA 2026 

B. Maksud dan Tujuan 

A. latar Belakang 

Ill Jumlah Anggaran 
IV. Uraian Kegiatan 

I. Name SKPD 
II. Name Kegiatan 
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Dipindai dengan CamScanner 

NO Uralan Pagu Anggaran 
(Rp) 

1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.070.000 
2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.740.000 
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.830.000 
4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.360.000 

Jumlah Total 15.000.000 

J. Pihak-pihak yang terlibat : · 
1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 
2. Penata Layanan Operasional 
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial 
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten 

Temanggung 
5. Desa/kelurahan setempat 
6. Pemerintah Kabupaten/Kota lain tempat klien ditemukan 
7. POLRI 

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2026 

Kabupaten Temanggung H. Lokasi Kegiatan 

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial yang membutuhkan 
layanan reunifikasi keluarga 

G. Sasaran Kegiatan 

F. Resiko Kegiatan 
1. Keluarga menolak menerima kembali PPKS, sehingga proses reunifikasi 

tidak dapat dilakukan. 
2. Data dan informasi PPKS yang tidak lengkap, menyulitkan pelacakan 

keluarga asal. 
3. Relapse atau kembalinya PPKS ke kondisi keterlantaran, karena 

kurangnya dukungan pascareunifikasi. 
4. Koordinasi lintas sektor belum optimal, menyebabkan hambatan dalam 

proses pemulangan dan penanganan lanjutan. 
5. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga unpredicable, kegiatan ini 

merupakan SPM Bidang Sosial 

E. Oucome Kegiatan 
1. Kembalinya PPKS kedalam lingkungan keluarga. 
2. Meningkatnya fungsi perlindungan dan pengasuhan oleh keluarga. 
3. Berkurangnya angka kasus ketelantaran di wilayah kabupaten 

4. Peningkatan pemahaman keluarga dalam mendampingi PPKS 
pascareunifikasi. 
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Dipindai dengan CamScanner 

F. Resiko Kegiatan 
1. Penyediaan alat bantu hanya kursi roda, karena kendala produk non 

TKDN pada jenis alat bantu yang lain 
2. Kegiatan bersifat respon kasus sehingga unpredictable 

E. Outcome 
1. Meningkatnya kemampuan mobilitas penyandang disabilitas 
2. Terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas atas alat bantu yang 

seusai dan layak pakai 

D. Output Kegiatan 
1. Terlaksananya kegiatan pemberian alat bantu (kursi roda) bagi 

Penyandang Disabilitas Terlantar. 
2. T erlaksananya koordinasi antara Dinas Sosial dan pihak terkait 

(keluarga, Desa/Kelurahan, atau lembaga penyandang disabilitas) 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan: 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal 
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan 
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah KabupatenJKota. 

1. Melaksanakan kegiatan pemberian alat bantu 
kursi roda bagi Penyandang Disabilitas Terlantar 
di Luar Panti Sosial. 

2. Membantu Penyandang Disabilitas menjalankan 
kegiatan sehari-hari dengan menggunakan alat 
bantu kursi roda. 

3. Mendukung pemenuhan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) di bidang pelayanan sosial. 

Penyandang disabilitas merupakan kelompok 
rentan yang mengalami kesulitan dalam 
menjalankan aktivitas sehari-hari akibat 
keterbatasan akses terhadap alat bantu yang 
sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai instansi 
yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 
pelayanan sosial, Dinas Sosial berperan dalam 
memberikan dukungan kepada penyandang 
disabilitas melalui kegiatan penyediaan alat bantu. 

Olnes Soslal Kabupaten Temanggung 
Rehabilltasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 
Rp 35.000.000,00 
Penyediaan Alat Bantu 

KERANGKA ACUAN KERJA 2026 

B. Maksud dan Tujuan 

A. Latar Belakang 

111 Jumlah Anggaran 
1\1 Uraian Kegiatan 

Nama SKPO 
11 Name Kegialan 

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan CamScanner 

Temanggung, 8 Maret 2025 

NO Uraian Pagu Anggaran 
(RD) 

1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.795.000 
2. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada 28.800.000 

Masvarakat 
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.555.000 
4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kata 850.000 

Jumlah Total 35.000.000 

J. Pihak-pihak yang terlibat : 
1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 
2. Penata Layanan Operasional 
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial 
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten 

Temanggung 

1. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2026 

: Kabupaten Temanggung H L kasi Kegiatan 

Penyandang Disabilitas di luar Panti Sosial yang 
mernbutuhkan alat bantu 

asaran K qiatan 
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Dipindai dengan CamScanner 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan: 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal 
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan 
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. 

Adapun tujuannya yaitu sebagai upaya 
penghormatan, perlindungan dan jaminan sosial 
bagi lanjut usia dalam bentuk pemenuhan 
kebutuhan dasar berupa pangan dan nutrisi agar 
memperoleh kehidupan layak. 

Melaksanakan kegiatan pemberian permakanan 
kepada lansia sesuai dengan hasil asesmen. 

Lansia (Lanjut Usia) merupakan kelompok 
masyarakat yang mengalami berbagai penurunan 
fungsi biologis, psikologis, dan sosial akibat proses 
penuaan. Seiring bertambahnya usia, Lansia 
cenderung menghadapi berbagai permasalahan 
seperti keterbatasan fisik dalam mengakses 
makanan dan kondisi ekonomi yang tidak 
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi harian 
secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya 
program bantuan permakanan bagi Lansia sebagai 
upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan 
peningkatan status gizi lansia. 
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah 
Kabupaten/Kota menyatakan bahwa layanan 
pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia 
Terlantar di luar panti termasuk di dalamnya adalah 
Pemberian Permakanan. 

Dina o lal Kabup t n r m ngc ung 
Rehabilitasl So ial d s r P nyandan 01 abrhtas 
Teri ntar, Anak Teri ntar, L njut Usie Terlantar, 
sera Gelandangan Pengemis di Luar Panu Sosrel 
Rp300.000.000,00 
Penyediaan Permakanan 

KERANGKA ACUAN KERJA 2026 

8. Maksud dan Tujuan 

A. Latar Belakang 

111 Jumlah Anggaran 
I\. Uraian Kegiatan 

Nam KPD 
II Name K giat 11 
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Dipindai dengan CamScanner 

Ternanggung, 8 Maret 2025 

NO Uraian Pagu Anggaran 
(Rp) 

1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelurnas 2.700.000 
2. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 288.000.000 

Pelavanan Urusan Sosial 
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalarn Kota 9.300.000 

Jurnlah Total 300.000.000 

J. Pihak-pihak yang terlibat : 
1. Dinas Sosial Kabupaten T emanggung 
2. Penata Layanan Operasional 
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial 
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten 

Temanggung 
5. Desa/Kelurahan 
6. Relawan atau masyarakat umurn. 

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2026 

Kabupaten Temanggung H. Lokasi Kegiatan 

Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang 
masuk dalam data DTKS/DKD/DTSEN Desi! 1-5 
atau berdasarkan hasil asesmen. 

G. Sasaran Kegiatan 

F. Resiko Kegiatan 
1. Adanya resiko kematian pada Lansia sehingga data klien bersifat 

fluktuatif. 
2. Kondisi kesehatan, selera makan, dan hambatan pribadi. 

E. Outcome Kegiatan 
1. Meningkatnya status gizi dan kesehatan lansia penerima manfaat 
2. Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat terhadap lansia di 

lingkungan sekitar 

O. Output K giatan 
1. Terlaksananya kegiatan pemberian permakanan bagi Lanjut Usia 

penerima manfaat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan 
2. Terdistribusinya makanan sesuai stander gizi dan jadwal yang 

ditetapkan. 
3. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan yang mencakup jumlah 

penerima, jadwal distribusi, dan dokumentasi kegiatan 
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Dipindai dengan CamScanner 

D. Output Kegiatan 
1. Terlaksananya kegiatan pemberian sandang bagi Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial 

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan: 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal 
5. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan 
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Layanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. 

Adapun tujuannya untuk membantu Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial dalam pemenuhan kebutuhan sandang 
dengan pengadaan bantuan sosial sandang. 

Melaksanakan kegiatan penyediaan sandang untuk 
memberikan pelayanan kesejahteraan sosial 
kepada masyarakat. 

Sandang merupakan salah satu kebutuhan dasar 
manusia yang penting untuk dipenuhi agar dapat 
menjaga martabat, kesehatan, dan kenyamanan 
Namun, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan 
terbatasnya penghasilan dapat menyebabkan 
masyarakat kurang mampu memiliki sandang yang 
layak. 
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah 
Kabupaten/Kota menyatakan bahwa layanan 
pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial termasuk di dalamnya adalah 
Pemberian Sandang. 

, o inl Kobupflt n r man gunc 
1lita i So ,, I cJ ar Peny' ndanc Di,;:;ib1lita'l 

T rl ntar, /\n k Ierlant r, Lanjut U i T rlantar, 
rt Gel ndanyan P n rm cJ1 u r Panti o ral 

Rp20 000.000,00 
Penyediaan Sandang 

K RANGKA ACUAN K -FtJA 2026 

B. Maksud dan Tujuan 

A. Latar Belakang 

111 Juml h An aran 
1\ Uraian K giatan 

N 
11 N 
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Dipindai dengan CamScanner 

Temanggung, 8 Maret 2025 

NO Uraian Pagu Anggaran 
(Rp) 

1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.825.000 
2. Belanja AlaUBahan untuk Kegiatan Kantor- 17.550.000 Pertenakapan Dinas 
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 625.000 

Jumlah Total 20.000.000 

J. Pihak-pihak yang terlibat : 
1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 
2. Penata Layanan Operasional 
3. Pendamping Rehabilitasi Sosial 
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten 

Temanggung 

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2026 

Kabupaten Temanggung H. Lokasi Kegiatan 

Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar, 
lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial yang membutuhkan 
bantuan sandang 

G. Sasaran Kegiatan 

F Res, o Keg,atan 
1 Pemenuhan kebutuhan baru sebatas kaos 
2 Kegiatan bersifat respon kasus sehingga unpredictable, keg1atan iru 

merupakan SPM Bidang Sosial 

E ut m 
1 Meningkatnya keberfungs,an sosial penenma manfaat 
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